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ABSTRACT

The need for land measurement and mapping, including land surveys in
Indonesia, is still very high, as there are many areas of land that have not been
mapped. The government has implemented various programs in Land Registration,
one of which is the Comprehensive Systematic Land Registration (PTSL) program.
This policy is a National Strategic Program with the concept of building new land
data while simultaneously improving and maintaining the quality of registered land
data that already exists. This ensures that all registered land areas are complete and
accurate, providing legal certainty and protection for land rights, as well as certainty
regarding the location and boundaries of land areas. Effective and efficient methods
for land measurement and mapping are needed to support the implementation of
land mapping.

The purpose of this research is to determine the legal certainty of objects of rights
using the photogrammetry method and to assess the accuracy of point, distance, and
area measurements in land surveying using the photogrammetry method based on
the accuracy of photo maps recognized by the applicable regulations. The method
used in this research is quantitative with a comparative approach. The comparative
approach is a type of research aimed at comparing two or more data groups to obtain
answers or facts about the existence or absence of differences or similarities in the
objects being studied.

The results of the research indicate that land surveying using the
photogrammetry method in Integrated PTSL can ensure the legal certainty of the
object of land rights. Legal certainty of the object is achieved from various tested
aspects, including identification of land parcel boundaries; the principle of
contradictory delimitation; map scale; area calculation; boundary restoration;
cadastral map. The results of distance, position, and area tests in the Integrated
PTSL activities prioritizing the photogrammetry method show that for agricultural
land, the measurement tolerance has been met, provided that the land parcel
boundary markers are clearly visible on the photo map, and boundary determination
is carried out after mutual agreement or acknowledgment in the field. However, for
non-agricultural land, the tolerance has not been met.

Keywords . Accuracy Test, Photo Map, Legal Certainty of Objects,
Photogrammetry
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah telah dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Menurut Fadli dan Hilda (2020), sampai di tahun 2015
pendaftaran tanah di Indonesia yang terdaftar sekitar 46 juta bidang tanah
dari total bidang tanah yang ada di Indonesia sebanyak 126 juta bidang
tanah. Percepatan pendaftaran tanah sejak adanya program PTSL pada tahun
2017 yang memungkinkan pendaftaran tanah pertama kali didaftarkan untuk
satu desa secara keseluruhan. Pada tahun pertama program PTSL yaitu
tahun 2017 dilaksanakan, terdapat 5,4 juta bidang tanah seluruh Indonesia
yang didaftarkan melalui program tersebut. Target pendaftaran tanah
melalui program PTSL terus meningkat dari tahun ke tahun seperti pada
tahun 2019 terdapat 11,2 juta bidang tanah yang berhasil didaftarkan dan
tahun 2021 berhasil melakukan pendaftaran tanah sebanyak 7,1 juta bidang
tanah, hingga sampai akhir tahun 2023 tercatat total pendaftaran tanah di
Indonesia yang telah didaftarkan sebanyak 110 juta bidang tanah (Laksono,
2023).

Kebutuhan pengukuran dan pemetaan termasuk survey bidang tanah di
Indonesia masih sangat tinggi dimana masih banyak bidang-bidang tanah
yang belum terpetakan. Menurut presiden Joko Widodo dalam artikel
(Laksono, 2023) target seluruh bidang tanah di Indonesia sudah
bersertipikat pada tahun 2025, tercatat dari total 126 juta bidang tanah di
Indonesia sebanyak 110 juta bidang tanah sudah terdaftar pada akhir tahun
2023 dengan 90,1 juta bidang tanah diantaranya telah bersertipikat.
Berdasarkan data tersebut sedikitnya 16 juta bidang tanah di Indonesia
masih belum terpetakan. Pemerintah telah melakukan berbagai program
dalam Pendaftaran Tanah salah satunya melalui program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan proses pendaftaran tanah
secara serentak yang mencakup semua objek tanah yang belum terdaftar di



suatu wilayah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, diperlukan metode
pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang efektif dan efisien untuk
mendukung pelaksanaan pemetaan tanah tersebut.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 dalam rangka
percepatan pengukuran kadastral, metode yang sangat sering dijumpai atau
dipergunakan dalam pengukuran bidang tanah yaitu metode terestris secara
trilaterasi baik itu pengukuran jarak-jarak, ataupun jarak dan sudut. Menurut
Ningsih dkk. (2014) metode pengukuran bidang tanah yang sering dijumpai
pada tahun 2000 adalah metode terestrial, yaitu metode yang menggunakan
alat-alat seperti theodolite, total station, dan pita ukur untuk mengukur
sudut, jarak, dan elevasi dari titik-titik batas bidang tanah.

Pada pelaksanaan PTSL tahun 2019, metode pengukuran yang
digunakan pada tahun tersebut yaitu terestris, fotogrametris, pengamatan
satelit maupun kombinasi ketiganya. Berdasarkan petunjuk teknis PTSL
tahun 2019, pada pelaksanaannya pengukuran bidang-bidang tanah banyak
menggunakan metode terestris dikombinasikan dengan pengamatan satelit
yaitu pengukuran dengan menggunakan sinyal-sinyal gelombang
elektromagnetik yang dipancarkan dari minimal 4 satelit menggunakan cara
Real-Time Kinematic Global Navigation Sattelite System (RTK-GNSS)
maupun Stop and Go.

Menurut Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2023, pendekatan utama dalam
kegiatan pengukuran dan pemetaan untuk pengumpulan data fisik
terintegrasi adalah menggunakan metode fotogrametri untuk bidang tanah
yang memiliki tanda/batas yang terlihat atau teridentifikasi pada peta foto.
Pengukuran terestris/suplesi digunakan untuk tanda/batas yang tidak terlihat
di peta foto, dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
(PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997, pengukuran bidang tanah dapat
dilakukan menggunakan metode terestrial, fotogrametri, atau metode
lainnya. Penggunaan Drone menghasilkan peta foto yang dapat

menghasilkan peta bidang tanah dengan skala yang bervariasi, sesuai



dengan kebutuhan dan ketersediaan data dengan kualitas yang tinggi, karena
dapat menampilkan detail dan kontur permukaan bidang tanah. Pelaksanaan
menggunakan metode fotogrametris ini harapannya mampu membawa
percepatan pelaksanaan PTSL seiring dengan bertambahnya target
pendaftaran tanah yang diberikan.

Pendaftaran tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dan
perlindungan hukum. Kepastian hukum objek adalah kondisi di mana objek
hukum dapat diakui, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara secara hukum.
Objek luas, letak, dan ukuran adalah aspek-aspek fisik yang menentukan
identitas dan batas-batas bidang tanah. Pengukuran bidang tanah
menggunakan metode fotogrametri adalah salah satu cara untuk
mendapatkan data fisik objek dengan akurasi dan efisiensi yang tinggi.
Kepastian hukum objek luas, letak, dan ukuran dapat membantu mencegah
dan menyelesaikan konflik atau sengketa tanah yang sering terjadi akibat
ketidakjelasan atau ketidaksamaan data fisik antara bidang-bidang tanah
yang berdekatan atau tumpang tindih, oleh karena itu kepastian hukum
objek membutuhkan akurasi yang tinggi.

Menurut Tarmizi (2019) pengujian akurasi ketelitian peta orthofoto
menggunakan pesawat UAV untuk tata guna lahan pada tahun 2019
menunjukkan bahwa hasil penelitian mengungkap adanya koreksi antara
orthofoto dan UAV terhadap pengukuran terestris, dengan nilai RMSEr
KKV sebesar 0.123 m dan RMSEz sebesar 0.102 m. Penelitian lainnya
dengan judul uji akurasi peta foto drone dan peta foto geokkp di Kantor
Pertanahan Kota Kendari pada tahun 2020 memiliki hasil akurasi peta foto
drone dengan nilai CE90 mencapai 2,703 m dan RMSE sebesar 1,781 m,
serta peta foto geokkp dengan nilai CE90 mencapai 3,853 m dan RMSE
sebesar 2,539 m di Kantor Pertanahan Kota Kendari masih belum memenuhi
standar PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 yang menetapkan batas
maksimum sebesar 0,3 m (Sucipta, 2020).

Menggunakan metode yang berbeda dalam pengukuran bidang tanah
pasti memiliki hasil yang berbeda, dengan perbedaan hasil tersebut

membuat kepastian hukum objek baik itu letak, batas maupun luas yang



diterima masyarakat akan berbeda. Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui  nilai  akurasi metode fotogrametri  yaitu dengan
membandingkannya terhadap metode terestris dan pengamatan satelit.
Harapan dilakukannya penelitian ini untuk membuktikan kepastian hukum
objek hak atas tanah yang diukur menggunakan metode fotogrametris dapat
diterima oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat ketelitiannya tidak
berbeda jauh dengan hasil penelitian metode terestris maupun ektraterestris.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada
di Provinsi Aceh, daerah tersebut merupakan kabupaten yang berada di
tengah-tengah Provinsi Aceh dan Desa Timangan Gading Kecamatan
Kebayakan memiliki aspek fisik yang beragam seperti persawahan,
perkebunan, perkotaan maupun pekarangan. Desa Timangan Gading telah
terdaftar 98,93% dari keseluruhan bidang tanah dan memiliki peta dasar
sehingga memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan uraian di
atas, dilakukan kajian terkait pengukuran bidang tanah menggunakan
metode fotogrametri dan metode terestris di Kantor Pertanahan Kabupaten
Aceh Tengah sebagai bahan penyusunan skripsi dengan judul “ANALISIS
KEPASTIAN HUKUM OBJEK HAK ATAS TANAH DENGAN
PENGUKURAN MENGGUNAKAN METODE FOTOGRAMETRI
PADA PTSL TERINTEGRASI DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana hasil uji akurasi pengukuran batas bidang tanah
menggunakan metode fotogrametri?
2. Bagaimana kepastian hukum objek hak atas tanah yang diukur dengan

menggunakan metode fotogrametri?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

a.

Mengetahui hasil uji akurasi pengukuran bidang tanah dengan
menggunakan metode fotogrametri.
Mengetahui  kepastian hukum objek yang diukur dengan

menggunakan metode fotogrametri.

2. Manfaat penelitian

a.

Dapat memberikan pengembangan ilmu tentang pengukuran
menggunakan metode fotogrametri menggunakan UAV/Drone

Dapat dijadikan referensi maupun rujukan pada penelitian lainnya.
Untuk membuktikan bahwa metode fotogrametri dapat digunakan
dalam rangka pengukuran dan pemetaan kadastral pada kegiatan

pendaftaran tanah.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan pada

penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil uji jarak, posisi, dan luas pada kegiatan PTSL Terintegrasi dengan
mengutamakan metode fotogrametri menunjukkan bahwa untuk tanah
pertanian telah memenuhi toleransi pengukuran dengan syarat tanda
batas bidang tanah dapat dilihat dengan jelas pada peta foto, dan dalam
pelaksanaan penelitian dilakukan penetapan batas setelah disepakati atau
diketahui bersama pada saat dilapangan sedangkan untuk tanah non
pertanian belum memenuhi toleransi. Hal ini berdasarkan pada nilai rata-
rata pada pengujian jarak sebesar 0,101 m dengan perbedaan jarak
terdapat 45,6% perbedaan dengan metode terestris berada di luar
toleransi yang diberikan, hasil pengujian posisi sebesar 0,135 m, dan
rata-rata pengujian luas sebesar 1,513 m2.

2. Pengukuran bidang tanah menggunakan metode fotogrametri pada PTSL
Terintegrasi memenuhi kepastian hukum objek hak atas tanah. Kepastian
hukum objek terpenuhi dari berbagai aspek yang diuji meliputi:

a. Identifikasi letak batas bidang tanah dengan melihat secara visual
batas bidang tanah yang akan didelineasi;

b. Asas Kontradiktur Delimitasi dapat terlaksana dengan terpenuhinya
PBT Kilarifikasi yang telah ditandatangani oleh seluruh pemilik
bidang tanah;

c. Skala besar dilakukan untuk memaksimalkan ketelitian titik
penetapan batas bidang tanah pada peta foto;

d. Perhitungan Luas dengan minimal 3 batas bidang tanah dapat
dihitung luas suatu bidang tanah menggunakan perhitungan otomatis
pada aplikasi komputer;

e. Pengembalian Batas dari hasil pengukuran metode fotogrametri

dapat dilakukan berdasarkan data koordinat yang diperoleh;
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f. Peta Pendaftaran yaitu dengan mengidentifikasi batas yang dapat
terlihat pada peta foto sehingga dapat dilakukan delineasi untuk

digambarkan menjadi bidang tanah.

B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini memberikan
saran:

1. Batas-batas bidang tanah dengan penggunaan tanah pertanian dapat
dilakukan penambahan premark atau tanda yang lebih jelas oleh setiap
pemilik tanah sebelum dilakukannya foto udara sehingga penentuan
posisi batas bidang tanah saat dilakukannya pengukuran metode
fotogrametri dapat lebih akurat.

2. Peneliti selanjutnya agar mempertimbangkan pembangunan peta foto
terkait ketelitian horizontal, resolusi pixel (GSD), maupun variasi
ketinggian drone untuk menghasilkan ketelitian pengukuran metode

fotogrametri lebih optimal.
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